BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Menimbang

Mengingat

DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan



Menetapkan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi
dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1237);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan
Mentawai.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bidang  adalah Bidang pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kabupaten Kepulauan Mentawai.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas  merupakan unsur  pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Substansi Program dan Keuangan.

c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan
Sosial, membawahi:
1. Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan

Lanjut Usia;

2. Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang; dan

3. Sub Substansi Perlindungan dan Jaminan
Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin, membawabhi:

1. Sub Substansi Identifikasi dan Penguatan
Kapasitas;

2. Sub Substansi Pemberdayaan Masyarakat,
Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan
Lingkungan; dan

3. Sub Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan
Restorasi Sosial.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, membawahi:
1. Sub Substansi Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan;

2. Sub Substansi Perlindungan Perempuan dan
Anak; dan

3. Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak.

f. UPTD.



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(5) Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2, huruf ¢, huruf d dan huruf e, masing-
masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Dinas
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, tugas, permasalahan, dan
kebijakan yang ada;

b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan
kebijakan pada Dinas;

c. perumusan pedoman kerja Dinas sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program
dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

e. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan
teknis operasional Dinas dengan membimbing,
mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang
urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan



(1)

(2)

dan perlindungan anak;

f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada
Dinas dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;

g. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau
mitra kerja untuk keberhasilan program kerja
Dinas;

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
secara lisan maupun tertulis untuk bahan
pertimbangan pengambilan keputusan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi
pendukung pelaksana perencanaan umum,
penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian
dukungan administrasi pada seluruh bagian di
lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis
Dinas  berdasarkan  usulan Bidang serta
kesekretariatan dan skala prioritas untuk
kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas;

b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja
Tahunan yang berisikan upaya peningkatan dan
pengembangan kebijakan pada Dinas;

c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian
dan Sub Koordinator Substansi berdasarkan tugas
dan fungsi Dinas sebagai pedoman;

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program
dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah
lain untuk mewujudkan keterpaduan dan
keserasian kerja;

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan
teknis operasional Dinas dengan membimbing,
mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
tugas yang berhubungan dengan Administrasi
Umum, Administrasi Kepegawaian, serta
Penyusunan Program, dan Administrasi Keuangan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan
Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi



sesuai peraturan dan pedoman yang ada,;

pengevaluasian  pelaksanaan  program  pada
kesekretariatan Dinas berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya,

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan
pertimbangan pengambilan keputusan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
administrasi kepegawaian.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan rencana program dan kegiatan
berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijakan pada Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan penyusunan DPA;

penyiapan rencana program dan Kkegiatan
berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis
Dinas;

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

perumusan upaya peningkatan dan
pengembangan program Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan
pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan
pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi
Umum dan Administrasi Kepegawaian;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan
bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis
sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
dan



(1)

(2)

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Pasal 8

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang rehabilitasi dan
perlindungan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas,
tuna sosial dan korban perdagangan orang serta
perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub
kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijakan yang ada pada Bidang Rehabilitasi
dan Perlindungan Jaminan Sosial;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau
lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar
panti dan/atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana alam;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana sosial;

h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial
keluarga,;

i. pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti
dan/atau lembaga;

J. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan



HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

k. pengelolaan data pelayanan sosial korban

penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

1. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau
lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

(1)

(2)

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi
identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan
masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan
penataan lingkungan, serta kelembagaan,
kepahlawanan, dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub
kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan
kelembagaan masyarakat;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penanganan fakir miskin perdesaan;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan



penanganan fakir miskin perkotaan;

h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penanganan fakir miskin wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil;

i. pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir
miskin cakupan daerah kabupaten;

j. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1)

(2)

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang meliputi
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan
hak anak dan data gender.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub
kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan
sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi,
bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan, serta pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

d. penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan
sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi,
serta bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan



informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan;

penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak
anak;

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan
sinkronisasi penerapan, fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi serta bahan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan serta
perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan
sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
serta bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi  penerapan kebijakan di  bidang
perlindungan khusus anak;

. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;



(1)

penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan Kajian, koordinasi dan
sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
serta bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan
sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
serta bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya,;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

penyiapan perumusan, forum koordinasi
penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan
sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
serta bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;

penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak

pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan
dunia usaha;

. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan
tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

dapat dibentuk UPTD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam
menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan
hubungan fungsional dengan instansi lain yang
berkaitan dengan fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas,
dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan
prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas,
bertanggung jawab memimpin dan memberikan
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahannya.

Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta
pelaporan tugas tambahan, Pejabat Fungsional yang
ditunjuk  bertanggung jawab kepada  Pejabat
Administrator pada Bidang terkait sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 13

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing serta
memberikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi di lingkungan Dinas dari bawahan, wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, Kepala
Dinas dapat menunjuk Sekretaris dalam melaksanakan
tugas kedinasan yang ditetapkan melalui Surat
Perintah.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sementara, maka
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang
berdasarkan senioritas dan kepangkatan dalam
melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan melalui
Surat Perintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Muw 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWALI,

YUDAS"SABAGGALET
Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Mg, 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR |§ TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

[

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB SUBSTANSI PROGRAM DAN
KEUANGAN

BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

|

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

L

SUB SUBSTANSI REHABILITASI SOSIAL
ANAK DAN LANJUT USIA

SUB SUBSTANSI IDENTIFIKASI DAN

PENGUATAN KAPASITAS

SUB SUBSTANSI KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUB SUBSTANSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS, TUNA
SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN
ORANG

SUB SUBSTANSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PENYALURAN BANTUAN
STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN

SUB SUBSTANSI PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN,
KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI

SOSIAL

[_ueo ]

SUB SUBSTANSI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SUB SUBSTANSI PEMENUHAN HAK ANAK

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUD

GGALET




